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ABSTRAKS

Bidang Hukum Polda Bengkulu pembantu pimpinan dalam memberikan
bantuan hukum, pendapat dan saran hukum kepada Personel Polri di Polda
Bengkulu dan Jajaran serta memberikan penyuluhan tentang hukum,
pencerahan/himbauan tentang hukum, agar tercipta personel Polri yang patuh
hukum,berwibawa dan teladan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa tugas Polri adalah
memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, penegakan hukum serta
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas ini tidak akan dapat
terwujud dengan maksimal jika personel Polri itu sendiri melakukan pelanggaran
baik yang bersifat pidana maupun disiplin.

Berdasarkan arahan dari Kepala Divisi Propam Polri bahwa permasalahan
di tubuh Polri sekarang dominan tentang permasalahan rumah tangga, pengaruh
negatif terhadap kinerja personel Polri dan pengaruh terhadap pelaksanaan
tugas. Akibatnya menurunnya kinerja individu Personel Polri, mencoreng
martabat dan citra institusi Polri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap
institusi Polri. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Divisi Propam Polri,
pelanggaran yang terbanyak selama tiga tahun terakhir adalah perselingkuhan
(215 gar), perkawinan tanpa izin pejabat yang berwenang (166 gar), dan
kejahatan dan penyimpangan seksual (128 gar) (19 April 2022). Untuk
meminimalisir tingkat pelanggaran ini tentunya harus diutamakan pencegahan,
pembinaan, dan penindakan secara tegas. Bidang hukum Polda Bengkulu
terutama subbidsunluhkum bagian urusan penyuluhan hukum mempunyai peran
untuk memberikan pembinaan kepada personel Polri di Polda Bengkulu dan
Jajaran agar tidak melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana yang tertuang
dalam Perpol No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Daerah bahwa tugas urusan penyuluhan hukum melaksanakan
kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta
keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Polri. Oleh karena itu
sangat dibutuhkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyuluhan Hukum
Bidang Hukum Polda Bengkulu serta video penyuluhan tentang himbauan agar
personel di Polda Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan pelanggaran baik yang
bersifat tindak pidana maupun disiplin.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang
1. Deskripsi Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
bahwa Anggota Polri bertugas mengayomi, melayani, melindungi,
menegakan hukum serta harkamtibmas. Tugas yang mulia tersebut
sulit akan terwujud jika masih banyaknya Personel Polri yang
melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin Anggota Palri.
Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang
susunan organisasi dan tata kerja tingkat Polda, Bidkum Polda
Bengkulu bertugas :
“Menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan
dan nasehat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum,
serta pembentukan peraturan kepolisian”.
Adapun struktur organisasi Bidkum Polda Bengkulu dapat

digambarkan sebagai berikut:

KABIDKUM

UNSUR PIMPINAK

SUBBAGRENMIN

1 | ]
| URREN ” URMINTU || URKEU |

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN

[ ]
SUBBIDSUNLUHKUM SUBBIDBANKUM

| URSUNKUM | | URKERMALEM | | URLUHKUM | | URRAPKUM | | UR HAM l IURBAN’HATKUMI

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

Gambar 1.1.  Struktur organisasi Bidkum tingkat Polda



Gambar 1.2.

Struktur organisasi Bidkum Polda Bengkulu
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, action leader
bertugas sebagai PS. Kaurluhkum subbidsunluhkum, adapun tugasnya
adalah : melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawali
negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi
dilingkungan Polda.

Dalam menjalankan tugas pokok, Action Leader berpedoman
Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi
dan tata kerja tingkat Polda. Penyuluhan hukum dilakukan oleh Divisi
Hukum Polri untuk ditingkat Polda Bengkulu, bersama Personel
Sunluhkum Bidkum Polda Bengkulu, setelah adanya perintah dari
Divkum Polri maka Action Leader merencanakan untuk pelaksanaan
kegiatan penyuluhan hukum tersebut yang dilaksanakan satu (1) kali
dalam setahun. Sedangkan untuk Jajaran Polda Bengkulu Penyuluhan
hukum dilaksanakan oleh Subbidsunluhkum bersama Kabidkum Polda
Bengkulu.

Berdasarkan pengajuan PSH (Pendapat, dan Saran Hukum) serta
Bantuan Hukum personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran kepada
Subbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu meningkat signifikan Tahun
2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 bulan Januari sampai
Desember.

Berikut data  personel Polda Bengkulu dan Jajaran yang

mengajukan PSH, dan Bantuan Hukum di bawabh ini:

1.1 Tabel data Personel yang mengajukan PSH, dan Bankum
N | Bln/ PSH PSH Bankum | Bankum Jih

Thn | (Disip | (Kode di Disiplin | kasus

lin) Etik Pengadil | &KKEP
Profesi an
)

1 |Jan 82 14 13 kasus | 10 kasus | 119

- kasus | kasus kasus
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Des
2020
2 Jan- | 102
Des |kasus |38 19 kasus | 30 kasus | 189
2021 kasus kasus

Berdasarkan pada data personel Polda Bengkulu yang
mengajukan Pendapat, dan Saran Hukum serta Bantuan Hukum ke
Bidang Hukum Polda Bengkulu antara tahun 2020 dan 2021
meningkat 70 kasus, artinya tingkat pelanggaran Personel di Polda
Bengkulu meningkat sangat signifikan. Action leader mencoba untuk
mengurangi tingkat pelanggaran Personel Polda Bengkulu ini melalui
Implementasi Aksi Perubahan yang akan dilakukan.

Untuk  melihat  keberhasilan  pelaksanaan tugas di
subbidsunluhkum Bidkum Polda Bengkulu sangat ditentukan oleh
kuantitas dan kwalitas Personelnya. Action leader akan
mencantumkan data DSP dan Riilnya serta kompetensi personelnya
dalam memberikan penyuluhan hukum.

Adapun data DSP/riil Personel Bidkum Polda Bengkulu yaitu:

Tabel 1.2.  Data DSP dan Riil Bidkum Polda Bengkulu

NO URAIAN PANGKAT ESELON | DSP | RIIL
1. | PIMPINAN
1 | KABIDKUM KOMBES POL 1B 1 1
Jumlah 1 1
2 | SUBBAGRENMIN
1 | Kasubbagrenmin Kompol/ PNS IVa B 1 1
2 | Kaurren AKP/PNSIllc/d VA 1 -
3 | Kaurmintu AKP/PNSIllc/d VA 1 1
4 | Kaurkeu AKP/PNSlllc/d VA 1 1
5 | Pamin IP/PNSllla/b IVB 7 3
6 | Bamin/Banum BA/PNSII/ 1 - 7 6
Jumlah 18 12
3 | Subbidsunlhkm
1 | Kasubbidsnluhkm AKBP/PNS IV b A 1 -
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2 | Kaursunkum KOMPOL B 1 -
3 | Kaurkermalem KOMPOL B 1 -
4 | Kaurluhkum KOMPOL B 1 1
5 | Paur AKP/PNSlllic/d VA 3 -
6 | Banum PNSII /1 - 3 3
Jumlah 10 4

4 | SUBBIDBANKUM
1 | Kasubbidbankum AKBP/PNS IV b A 1 1
2 | Kaurrapkum Kompol /PNS IV a B 1 -
3 | Kaurham KOMPOL B 1 -
4 | Kaurbanhatkum KOMPOL B 1 -
5 | Paur AKP/PNS IV b A 3 2
6 | Banum PNSII /1 - 3 2
Jumlah 10 5
Jumlah DSP / RIIL 39 22

Berdasarkan pada Daftar Standar Personel (DSP) dan Raiil
Bidkum Polda Bengkulu baru terpenuhi 40 persen, ditambah lagi belum
ada personel sunluhkum yang mengikuti sertifikasi Penyuluh hukum,
hal ini merupakan permasalahan intern Bidkum, sehingga sangat
mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas di subbidsunluhkum
Bidkum Polda Bengkulu. Action leader sudah menyampaikan kepada
Kabidkum melalui nota dinas permohonan pengajuan penambahan
personel sunluhkum kepada Biro SDM Polda Bengkulu, karena
berdasarkan arahan dari Kadivkum Polri ketika Rakernis Divkum Polri
di Surabaya tahun 2021, beliau menyarankan agar setiap wilayah
mengajukan penambahan personel yang masih kurang dan kualifikasi
pendidikan adalah sarjana hukum dan mengikut sertakan setiap ada
pelatihan sertifikasi penyuluh hukum. Hal ini sudah diajukan Kabidkum
ke Biro SDM Polda Bengkulu di bulan Desember tahun 2021
kemungkinan tahun 2022 ini akan dipenuhi.

Subbidsunluhkum Bidang Hukum Polda Bengkulu semenjak
perubahan tipe Polda dari B menjadi A (Januari 2021), Bidkum Polda
Bengkulu menjadi Satker, sebelumnya masih bergabung dengan

pimstaf Polda Bengkulu, semenjak menjadi satker Bidkum sudah
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mempunyai  anggaran  tersendiri. Namun untuk anggaran
subbidsunluhkum urusan penyuluhan hukum (urluhkum) mempunyai
dua (2) anggaran, yaitu penyuluhan kepada Personel Polda Bengkulu
dan penyuluhan Personel di Jajaran Polda Bengkulu. Anggaran
urluhkum Bidkum Tahun 2022, yaitu:

Tabel 1.3.  Data anggaran subbidsunluhkum tahun 2022

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
BIDANG HUKUM

RENCANA PROGIAT SUBBID SUNLUHKUM
BIDANG HUKUM POLDA BENGKULU TAHUN 2022

JUMLAN | TaRGET | < ————— AN SRR —
PESERTA | OAY_|Jan Tfeo Apt [ Jui [ "Agst T Sept T Git | Wop | Des LT :
L] (2 TR TH W e = T 5 )
75000000~ | Kasubbad ‘

|

4if s = Mar
| T [ ‘ § 1% [ 7
Saninlsml ke Jajaran 2000 1 1x

| wo JENIS KEGIATAN
e

1

1

|t
siE

1

[ ewooocﬁ; Kasiobd.

| | |

XX | X | [ XTI [ X[ X | WK | 9K | X | X | 5400000, | Kaeobbid
|

2 | Sosiawau ke Sakon| 150 | "
Fungs Polda BM dani

=il
X [ x| foax fax [ x| oax | 2X x| x| o w.mmtnnml

kulu, | 31 Desember 2021 —>
BENGKULU

2= SMMH___
PENATA Tk Y NiP 1679 12262006041001

Berdasarkan anggaran urluhkum subbidsunluhkum Tahun 2022 di
atas hanya dua (2) kali memberikan pencerahan hukum kepada
Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran, apabila penyuluhan hukum
belum ditata dengan baik berdasarkan SOP Penyuluhan sulit dapat
meminimalisir tingkat pelanggaran Personel di Polda Bengkulu dan
Jajaran.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa issu
aktual terhadap pelaksanaan tugas penyuluhan hukum di Bidkum Polda

Bengkulu, meliputi:
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1. Belum tertatanya penyuluhan tentang hukum (belum ada SOP
Penyuluhan hukum) sehingga belum dapat meminimalisir tingkat
pelanggaran Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran;

2. Minimnya anggaran Subbidsunluhkum mengakibatkan kurangnya
penyuluhan Hukum kepada Personel Polda Bengkulu & Jajaran;

3. Masih kurangnya Personel urluhkum berdasarkan DSP, dan belum
adanya personel yang mengikuti sertifikasi penyuluh hukum
sehingga penyuluhan yang dilakukan belum maksimal sehingga
mengakibatkan  meningkatnya pelanggaran Personel Polda

Bengkulu & Jajaran;

Untuk menemukan prioritas masalah, dilakukan dengan metode
USG (Urgency, Seriousness, Growth) yang merupakan salah satu cara
menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode scoring 1-5 dan
dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode USG dan
tersebut di bawah ini dengan tabel mengenai analisa USG berdasarkan
prioritas sebagai berikut:

Tabel 1.3. Matriks Analisa USG Prioritas Masalah

NILAI
N PERMASALAHAN TOTAL | RANG
0 u| s | G KING
1 | Belum tertatanya| 5 4 4 13 1

penyuluhan tentang
hukum (belum ada

SOP Penyuluhan
hukum) sehingga
belum dapat

meminimalisir  tingkat
pelanggaran Personel
di Polda Bengkulu dan
Jajaran;




) Minimnya anggaran 12
Subbidsunluhkum
mengakibatkan
kurangnya penyuluhan
Hukum kepada|
Personel Poldal
Bengkulu & Jajaran;

3 Masih kurangnya 11
Personel urluhkum
berdasarkan DSP, dan
belum adanya personel
yang mengikuti
sertifikasi penyuluh
hukum sehingga
penyuluhan yang
dilakukan belum
maksimal sehingga
mengakibatkan
meningkatnya
pelanggaran Personel
Polda Bengkulu &
Jajaran;

Keterangan:
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1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa

masalah yang menjadi prioritas berdasarkan analisa USG adalah belum

tertatanya penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini sehingga

penyuluhan belum dapat dilakukan maksimal, sehingga penyuluhan

yang dilakukan belum dapat meminimal tingkat pelanggaran Personel,

untuk menjawab permasalahan di atas maka penulis menyusun rencana

aksi perubahan dengan judul

“Tatalaksana Penyuluhan tentang

Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda

Bengkulu & Jajaran”.

2. Tujuan
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Adapun tujuan yang akan dicapai dalam rencana aksi
perubahan yang akan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan
penyuluhan hukum yang dilakukan sehingga penyuluhan hukum yang
dilakukan dapat meminimalisir tingkat pelanggaran Personel di Polda
Bengkulu dan Jajaran. Rencana aksi perubahan ini dibagi menjadi dua
(2) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap off campus/pendek (60 hari):

1) Tersedianya pedoman penyuluhan tentang hukum di Bidang
Hukum Polda Bengkulu;

2) Terlaksanannya penyuluhan di Polda Bengkulu dan Jajaran
tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin secara efekiif

dan efisien;

3) Tersedianya video tentang himbauan agar tidak melakukan
tindak pidana dan pelanggaran disiplin;

4) Terwujudnya Personel Polri di Polda Bengkulu yang patuh

hukum.
b. Tahap Pasca Pelatihan

1) Terwujudnya system penyuluhan hukum yang sistematis;

2) Tersedianya aplikasi pelaporan penyuluhan hukum;

3) Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum Personel Polri di
Polda Bengkulu & Jajaran;

4) Terwujud penyuluhan hukum kepada keluarga Personel Polri dan

masyarakat yang mengemban tugas kepolisian.

Manfaat

Aksi perubahan yang akan dilakukan diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat bagi internal organisasi:

1) Dengan adanya SOP Penyuluhan hukum Bidang Hukum

Polda Bengkulu maka Tertata dengan baik penyuluhan
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tentang hukum dan himbauan agar tidak melakukan tindak
pidana dan pelanggaran disiplin kepada personel Polri di
Polda Bengkulu dan Jajaran;

2) Dengan adanya video Penyuluhan tentang Tindak Pidana &
Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan
Jajaran sehingga dapat meminimalisir tingkat pelanggaran
Personel Polda Bengkulu dan Jajaran;

3) Dengan adanya angket yang berisi pertanyaan tentang
penyuluhan hukum yang dilakukan setelah adanya SOP
Penyuluhan hukum dan video penyuluhan hukum kepada
personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran dapat diketahui
tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang dilakukan
Bidang Hukum Polda Bengkulu.

b. Manfaat bagi eksternal organisasi:

1) Dapat meningkatkan citra Kepolisian Daerah Bengkulu
sebagai institusi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat,
penegak hukum, dan harkamtibmas memiliki Personel yang
patuh hukum;

2) Dapat meningkatkan penyuluhan hukum kepada keluarga

Personel Polda Bengkulu dan Jajaran.

B. INOVASI DAN OUTPUT RENCANA AKSI PERUBAHAN;
1. Inovasi:

a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyuluhan
tentang hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu;

b. Pembuatan video penyuluhan tentang tindak pidana dan
pelanggaran disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran;

c. Pembuatan angket pertanyaan tentang penyuluhan hukum yang
dilakukan sebelum dan sesudah adanya SOP Penyuluhan hukum

dan video penyuluhan hukum.



2. Output Rencana Aksi Perubahan

Tabel 1.4.

Output Rencana Aksi Perubahan

NO

OUTPUT

DESKRIPSI

Terbentuknya Tim Efektif

Dalam kegiatan ini tim efektif
akan di bagi menjadi dua tim,
tim administrasi dan tim teknis
dalam membantu Action leader
melakukan Implementasi Aksi

Perubahan

draf SOP
Penyuluhan tentang hukum

Tersusunnya

Dalam kegiatan ini akan
dilaksanakan rapat dengan tim
efektif, dan melaporkan kepada
draf

Penyuluhan

stakeholder eksternal
SOP

tentang hukum.

tentang

Terwujudnya SOP

Penyuluhan hukum

Sebagai pedoman penyuluhan
hukum yang dilakukan Bidang
Hukum Polda Bengkulu di
Polda Bengkulu maupun di

Jajaran.

Pelaksanaan sosialisasi

SOP Penyuluhan hukum

Dalam kegiatan ini akan

dilakukan sosialisasi aksi

perubahan sehingga
stakeholder dapat mengetahui
aksi perubahan yang dibuat

dan menilai apakah aksi

perubahan tersebut membawa

manfaat atau tidak.

Penyuluhan hukum tentang

Dalam kegiatan ini agar
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tindak pidana dan
pelanggaran  disiplin  di
Polda Bengkulu dan
Jajaran

Personel Polda Bengkulu dan

Jajaran  dapat memahami

akibat vatal yang dilakukan

akibat melakukan pelanggaran.

Laporan pelaksanaan Aksi
Perubahan

Dalam kegiatan ini akan
dilakukan penyusunan laporan

pelaksanaan Aksi Perubahan.

C. RUANG LINGKUP
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Ruang lingkup dari Rencana Aksi Perubahan yang akan dilakukan

Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran”.

adalah “Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran



A.
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BAB I

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

Roadmap (Milestone) Aksi Perubahan

1. Kegiatan

Kegiatan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan

Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran

dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

1) Melaporkan kepada atasan langsung selaku selaku Mentor
mengenai Rencana Aksi Perubahan

2) Menjelaskan kepada Sponsor mengenai Rencana Aksi Perubahan

3) Menyampaikan kepada rekan-rekan Personel Bidkum tentang
Rencana Aksi Perubahan

4) Action leader membuat daftar personel tim efektif

5) Kabidkum Polda Bengkulu (Sponsor) menandatangani Surat
Perintah Tim Efektif Aksi Perubahan

b. Tahap Pengorganisasian

C.

1) Mengadakan rapat penjelasan rencana aksi perubahan dan
pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif

2) Menyusun rencana anggaran yang akan dibutuhkan pada
pelaksanaan rencana aksi perubahan

3) Permintaan data Personel yang mengajukan Saran, dan
Pendapat Hukum (PSH) dan Bantuan Hukum ke Kasubbid
Bankum

Tahap pelaksanaan

1) Melaksanakan rapat pembuatan draf SOP dan Video Penyuluhan

tentang hukum, serta pembuatan angket tahap 1 yang berisi



26

pertanyaan tentang penyuluhan hukum yang dilaksanakan
sebelum adanya Implementasi Aksi Perubahan Action leader

2) Penyempurnaan draf SOP Penyuluhan tentang hukum

3) Mengajukan pengesahan dan penanda tanganan kepada
Kabidkum dan Pembuatan ND untuk mohon dukungan dari
Stakeholder Eksternal

4) Membuat berita acara serah terima SOP kepada Kabidkum dan
Keputusan Kabidkum tentang SOP Penyuluhan hokum

5) Pembuatan Angket via Google Form dan WA, (pertanyaan)
tentang Penyuluhan hukum sebelum adanya SOP dan Video
Penyuluhan tentang hukum dan Pendistribusian Angket via WA

6) Pembuatan video Penyuluhan tentang tindak pidana dan
pelanggaran disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran

7) Penyebaran video penyuluhan tentang tindak pidana dan
pelanggaran disiplin

8) Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang
Implementasi Aksi Perubahan (Irwasda Polda Bengkulu)

9) Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang
Implementasi Aksi Perubahan (Kasetum Polda Bengkulu)

10)Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang
Implementasi Aksi Perubahan (Kabidpropam Polda Bengkulu)

11)Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang
Implementasi Aksi Perubahan (Dir Narkoba Polda Bengkulu) dan
Serah terima SOP tentang Penyuluhan hukum ke Kabidkum
Polda Bengkulu

12)Koordinasi ke Mentor Persiapan Sosialisasi SOP Penyuluhan
hukum dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran
Disiplin kepada perwakilan Personel di Polda Bengkulu, serta
pembuatan nota dinas ke Karo SDM, sprin dan daftar hadir

13)Sosialisasi tentang SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan

tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin kepada
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perwakilan Personel di Polda Bengkulu, dan membuat laporan
kegiatan

14)Melaporkan dan Koordinasi ke stakeholder Eksternal tentang
Implementasi Aksi Perubahan (Dir Reskrim Sus Polda Bengkulu)

15)Membuat laporan kegiatan sosialisasi SOP Penyuluhan tentang
Hukum sekaligus Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin

16)Mengelola Angket tahap 1 (pertanyaan tentang penyuluhan
hukum)

17)Membuat laporan angket tahap 1

18)Menghadap Mentor dan membuat Spanduk Sosialisasi SOP
Penyuluhan tentang Hukum & Penyuluhan tentang Tindak
Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda
Bengkulu dan Jajaran

19)Membuat nota dinas ke Kabidkum Polda Bengkulu rencana
kebutuhan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan
tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di
Polda Bengkulu dan Jajaran

20)Membuat surat telegram ke Kabidkum Polda Bengkulu tentang
rencana sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan
tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di
Polda Bengkulu dan Jajaran serta pendistribusian ke Jajaran

21)Membuat surat perintah, dan SPPD ke Kabidkum Polda
Bengkulu tentang rencana sosialisasi SOP Penyuluhan hukum
dan Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin
Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran

22)Membuat nota dinas Kabidkum Polda Bengkulu rencana
kebutuhan ranjen untuk sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan
Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin

Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran serta daftar hadir
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23)Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang
Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Bengkulu, dan
Bengkulu Tengah

24)Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang
Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Kepahiang,
dan Rejang Lebong

25)Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang
Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Lebong, dan
Bengkulu Utara

26)Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang
Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Mukomuko dan
Seluma

27)Sosialisasi SOP Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan tentang
Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin di Polres Bengkulu
Selatan dan Kaur,membuat laporan, serta pembuatan dan
Pendistribusian Angket Tahap 2

28)Mengelola Angket tahap ke-2, membuat laporan serta mohon
dukungan Stakeholder eksternal setelah adanya Implementasi
Aksi Perubahan Action leader.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring pelaksanaan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum,
Video penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan tentang
hukum

2) Evaluasi pelaksanaan sosialisasi SOP Penyuluhan hukum, Video
penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan tentang hukum

e. Tahap Penyusunan Laporan
Membuat laporan Hasil Aksi Perubahan tentang Tindak Pidana dan

Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran

2. Waktu Pelaksanaan
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Waktu kegiatan terbagi dua (2) yaitu masa off campus selama 60

hari yang dilaksanakan di Polda Bengkulu dan Jajaran.

3. Tahapan Rencana Aksi Perubahan

Roadmap (Milestone) atau tahapan yang dilaksanakan dapat

dilihat pada tabel berikut:

2.1. Tabel Road Map (Milestone) Aksi Perubahan

TAHAP OFF CAMPUS

A. TAHAP PERENCANAAN

NO TAHAPAN JADWAL KET/E\SDEN
1 2 3 4
Menghadap Mentor serta
menyampaikan ide,gagasan Lembar
1 | dan meminta dukungan persetujuan
tentang pentingnya Mentor dan
tatalaksana penyuluhan foto
hukum
Menyampaikan ide, gagasan Minggu | 28
dan meminta dukungan Maret sampai Foto
2 | kepada atasan  langsung 2 April 2022
Kabidkum (Sponsor) tentang
SOP Penyuluhan
3 | Menyampaikan ide, dan
gagasan kepada rekan-rekan Foto
Personel Bidkum
Draf surat
4 | Membuat Sprin Tim Efektif perintah
Persiapan bahan, data dan
5 | informasi yang dibutuhkan Dokumen
dalam penyusunan aksi
perubahan
B. TAHAP PENGORGANISASIAN
Persiapan rapat dengan Tim Undangan,
1 | Efektif Daftar hadir,
Notulen
Minggu Il rapat, dan
4 Sampai foto
Pengajuan rencana anggaran 9 April Draf nota




2 | biaya kegiatan aksi perubahan 2022 dinas
Koordinasi dengan mentor

3 | terkait optimalisasi kinerja tim Foto

efektif
Permintaan data Personel

4 | yang mengajukan PSH dan Dokumen/da
Bantuan hukum ke Kasubbid ta
Bankum

Foto
5 | Persiapan aksi perubahan
C. TAHAP PELAKSANAAN
Rapat pembuatan draf SOP Draf SOP,draf

1 dan video penyuluhan tentang video
hukum, serta pembuatan Penyuluhan,
Angket dan draf

angket
Penyempurnaan draf SOP Draf SOP

2 Penyuluhan tentang hukum
Mengajukan pengesahan dan Draf
penanda tanganan kepada Minggu llI pengesahan
Kabidkum dan Pembuatan |11 sampai 16 SOP, draf
nota dinas untuk mohon April 2022 nota dinas
dukungan dari Stakeholder
Eksternal
Membuat berita acara serah Draf berita
terima SOP kepada acara serah
Kabidkum dan Keputusan
Kabidkum tentang SOP terima SOP,
Penyuluhan hukum d

an surat
keputusan
Pembuatan  Angket via
Google Form, (pertanyaan)

5 tentang Penyuluhan hukum Foto
sebelum adanya SOP dan pembuatan
Video Penyuluhan tentang angket
hukum dan Pendistribusian
Angket via WA
Pembuatan video Penyuluhan
tentang tindak pidana dan

6 pelanggaran disiplin Personel Foto
Polri di Polda Bengkulu & Minggu IV 18
Jajaran sampai 23
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Penyebaran video
penyuluhan tentang tindak
pidana dan pelanggaran
disiplin

Melaporkan dan Koordinasi
ke stakeholder Eksternal
tentang Implementasi Aksi
Perubahan (Irwasda Polda
Bengkulu)

Melaporkan dan Koordinasi
ke stakeholder Eksternal
tentang Implementasi Aksi
Perubahan (Kasetum Polda
Bengkulu)

April

Foto

Foto

Foto

10

Melaporkan dan koordinasi
ke stakeholder Eksternal
tentang Implementasi Aksi
Perubahan  (Kabidpropam
Polda Bengkulu)

Minggu
v 18
sampai
23 April

Foto

11

Melaporkan dan Koordinasi
ke stakeholder Eksternal
tentang Implementasi Aksi
Perubahan (Dir Narkoba
Polda Bengkulu) dan Serah
terima SOP tentang
Penyuluhan  hukum ke
Kabidkum Polda Bengkulu

12

Melaporkan dan Koordinasi
ke Mentor Persiapan
Sosialisasi SOP Penyuluhan
hukum dan Penyuluhan
tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin, serta
pembuatan nota dinas ke
Karo SDM, sprin dan daftar
hadir

13

Sosialisasi tentang SOP
Penyuluhan  hukum dan
Penyuluhan tentang tindak
pidana dan pelanggaran
disiplin dan membuat
laporan giat

14.

Melaporkan dan Koordinasi
ke stakeholder Eksternal
tentang Implementasi AKsi

Minggu V 25
sampai 30
April

Foto

Foto, draf
nota dinas,
surat
perintah,
daftar hadir

Foto, dan
dokumen

Foto
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Perubahan (Dir Reskrim Sus
Polda Bengkulu)

15

Membuat laporan kegiatan
sosialisasi SOP Penyuluhan
tentang Hukum sekaligus
Penyuluhan tentang Tindak
Pidana dan Pelanggaran
Disiplin

Dokumen

16

Mengelola Angket tahap 1
(pertanyaan tentang
penyuluhan hukum)

17

Membuat laporan angket
tahap 1

18

Menghadap Mentor dan
membuat Spanduk
Sosialisasi SOP Penyuluhan
tentang Hukum &
Penyuluhan tentang Tindak
Pidana dan Pelanggaran
Disiplin Personel Polri di
Polda Bengkulu dan Jajaran

Minggu

VI 4
sampai 7
Mei 2022

dokumen

Dokumen

Foto

19

Membuat nota dinas ke
Kabidkum Polda Bengkulu
rencana kebutuhan
sosialisasi SOP Penyuluhan
hukum dan Penyuluhan
tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin
Personel Polri di Polda
Bengkulu dan Jajaran

20

Membuat surat telegram ke
Kabidkum Polda Bengkulu
tentang rencana sosialisasi
SOP Penyuluhan hukum
dan Penyuluhan tentang
Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin
Personel Polri di Polda
Bengkulu dan Jajaran serta
pendistribusian ke Jajaran

21

Membuat surat perintah, dan
SPPD ke Kabidkum Polda
Bengkulu tentang rencana
sosialisasi SOP Penyuluhan
hukum dan Penyuluhan

Minggu VII
9 sampai 14
Mei 2022

Draf nota
dinas

Draf surat
telegram, dan
foto

Draf surat
perintah dan
SPPD
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tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin
Personel Polri di Polda
Bengkulu dan Jajaran

22

Membuat nota dinas
Kabidkum Polda Bengkulu
rencana kebutuhan ranjen
untuk sosialisasi

Draf nota
dinas dan
dokumen

23

LIBUR NASIONAL

24

Sosialisasi SOP Penyuluhan
Hukum dan Penyuluhan
tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran  Disiplin  di
Polres Bengkulu, dan
Benteng dan  membuat
laporan kegiatan penyuluhan

D. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI

25

Membuat angket tahap ke
dua dan pendistribusian
kepada user dan membuat
video dan testimoni
dukungan stakeholder

26

Membuat laporan angket
tahap ke dua dan Monitoring
dan evaluasi

27

Rapat pembahasan hasil
monitoring dan evaluasi aksi
perubahan serta membuat
laporan akhir aksi
perubahan

Minggu VI
16 sampai 21
Mei 2022

Foto dan
dokumen

Foto dan
dokumen

Foto dan
dokumen

Foto,
dokumen

0N

Membuat berita acara hasil
aksi perubahan dan
serahterima hasil aksi
perubahan kepada Mentor

Minggu IX
23 sampai 24
Mei 2022

Dokumen

2
9

Berangkat menuju
Pusdikmin untuk on campus

Dokumen

PASCA PELATIHAN

Tercapainya penyuluhan  hukum
yang dapat meminimalisir tingkat

Juni sampai
November
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pelanggaran Personel Polda 2022
Bengkulu dan Jajaran  serta Foto
terlaksana Penyuluhan Hukum ke
Keluarga Personel Polri di Polda
Bengkulu dan masyarakat Provinsi
Bengkulu

B. Stakeholder
Pengklasifikasian stakeholder internal dan eksternal, deskripsi, posisi

dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam daftar
berikut:

1. Internal

a.
b.

-~ o a o

Q

Kabidkum Polda Bengkulu, Kombes Pol Pambudi, S.I.K., M.H.
Kasubbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu, AKBP Yuldi Kurniawan,
S.T.,M.H.

Kasubbagrenmin Bidkum Polda Bengkulu, Penata Prasetyawati, SAP
Paursunluhkum Bidkum Polda Bengkulu, Akp Rastyono, S.H.
Paurbankum Bidkum Polda Bengkulu, Akp Resdianto, S.H.

Kaurkeu Bidkum Polda Bengkulu, Aipda Heru Panca, S.H.
Paminrenmin subbagrenmin Bidkum Polda Bengkulu, Aipda Agus,
S.H.

Banum sunluhkum Bidkum Polda Bengkulu, Aipda Riduansyah,
S.Sos.

2. Eksternal

a.

Irwasda Polda Bengkulu, Kombes Pol Asep Teddy Nurrasyah,
S.I.LK.,M.M.
Dir Narkoba Polda Bengkulu, Kombes Pol Roh Hadi, S.1.K.

c. Dir Reskrim Sus, Kombes Pol Aries Andhi, S.1.K.,M.Si

Kabidpropam Polda Bengkulu, Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi,
S.H., S.I.K.
Kasetum Polda Bengkulu Pembina Tk 1 Noni Hevianti, S.Psi.



3. Peran, Pengaruh dan Intensitas
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Pengklasifikasian stakeholder internal dan eksternal, deskripsi,

posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam

tabel berikut:

2.2.

Tabel Pengklasifikasian Stakeholder

STAKEHOLDER

DESKRIPSI

POSISI

PENGARUH

NILAI

1

2

3

4

INTERNAL

Kabidkum Polda
Bengkulu

Sebagai

koordinator yang
memberikan dan
menentukan
sasaran dan
indikator  kinerja
dapat memberi
dukungan dalam
kegiatan
Rencana AKsi

Perubahan

Promoter

Sangat
Tinggi (+++)

(9)

Kasubbid
Bankum Bidkum

Polda Bengkulu

atasan

yang

Sebagai
langsung
memberikan
persetujuan
adanya rencana
aksi  perubahan
serta pengendali
dan  pengawas
dalam

pelaksanaan

Promoter

Sangat
Tinggi (++)

(9)
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Rencana Aksi

Perubahan

Kasubbagrenmin

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi
perubahan

Defender

Tinggi (++)

(7)

Paursunluhkum

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi
perubahan

Defender

Tinggi (++)

(7)

Paurbankum

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Defender

Tinggi (++)

(6)

Kaurkeu Bidkum

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Defender

Tinggi (++)

(6)

paminrenmin

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Defender

Tinggi (++)

(6)

Banum

sunluhkum

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Defender

Tinggi (++)

(6)

EKSTERNAL

Irwasda  Polda

Bengkulu

Memiliki peranan
dalam membantu

kesuksesan aksi

Latens

Sedang (++)

(5)
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perubahan

Dir Reskrim Sus

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Latens

Sedang (++)

(5)

Dir Narkoba

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Latens

Sedang (++)

(5)

Kabidpropam

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Latens

Sedang (++)

(5)

Kasetum

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

Latens

Sedang (++)

(5)

Polda

dan

Personel
Bengkulu

Jajaran

Memiliki peranan
dalam membantu
kesuksesan aksi

perubahan

apathetic

Rendah (+)

3)

Keterangan:

1. Jenis Posisi

2. Pengaruh

a. Sangat mendukung  =+++
b. Mendukung =++
c. Netral =+/-
d. Menentang =
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a. Sangat Tinggi =9-10

b. Tingagi =6- 8

c. Sedang =4-5

d. Rendah =1-3
Promoter = Pengaruh tinggi ketertarikan tinggi
Defenders = Pengaruh rendah ketertarikan tinggi
Latens = Pengaruh tinggi ketertarikan rendah
Apathetic = Pengaruh rendah ketertarikan rendah

C. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi yang diterapkan kepada Stakeholder aksi perubahan ini
dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:
Tabel 2.3.  Identitas Stakeholder dan Strategi Komunikasi
No Stake Tim Jenis Stake Pengaruh dan Strategi
holder Efek holder ketertarikan Stake komu
tif holder nikasi
Pri Se U P | La| De | Apa
mer | kun | ta | ro |ten | Fen | The
der {ma | Mo | s |ders | tic
ter
S
A INTERNAL
1 Kabidkum v | (++ (Mana
+)9 ge
Closely)
2 Kasubbid v O (++ (Mana
Bankum +)9 ge
Closely)
canalizi
ng
3 Kasubbag N (++)
renmin 7 Informatif
4 | Paursunluh N (++)
kum 6 Informatif
5 | paurbankum N (++)
6 Informatif
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Manage Closely (mc) :

Canalizing

Pamin N (++)
renmin 6 Informatif
Kaurkeu N (++)
6 Informatif
Banum \ (++)
sunluhkum 6 Informatif
. EKSTERNAL
Irwasda N (++ Informatif
) persuasif
5
Dir Res Sus N (++ Informatif
)5 persuasif
Dir Narkoba N (++ Informatif
)5 persuasif
Kabidpropam N (++ Informatif
)5 persuasif
Kasetum N (++ Informatif
)5 persuasif
Personel
Polda :
Bengkulu & V (++) | persuasif
Jajaran 3
Keterangan:
Primer : yang menerima dampak langsung
Sekunder : yang tidak menerima dampak langsung
Utama : yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi
Promoter : pengaruh besar dan ketertarikan besar
Defender : pengaruh lemah namun ketertarikan besar
Latent : pengaruh besar namun ketertarikan lemah
Apatetik : pengaruh lemah dan ketertarikan lemah

hubungan harus dijaga dengan tetap dekat bagi

stakeholder yang memiliki power

. berisikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap-

sikap dan motif khalayak
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Informative : yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan
jalan memberikan penerangan dengan apa adanya

Persuasif :mempengaruhi dengan tidak terlalu banyak berpikir
Kritis
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BAB Il
PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya

1. mobilisasi SDM
Mobilisasi SDM dalam aksi perubahan adalah sebuah aktivitas proses
yang akan dimulai dalam suatu pelaksanaan kegiatan, aktivitasnya
berkelanjutan untuk mencapai tujuan sesuai dengan keahlian,
kemampuan, pengetahuan, dan konsep pemikiran.

Tujuan utama mobilisasi SDM ini supaya Action leader mampu
mengendalikan, mempengaruhi dan menyakinkan SDM internal maupun
eksternal supaya tujuan aksi perubahan tercapai.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan dibentuk struktur tim kerja dan
tugas aksi perubahan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana
dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan
Jajaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Tata Kelola SDM Aksi Perubahan
TATA KELOLA SUMBER DAYA DALAM AKSI PERUBAHAN
STRUKTUR DESKRIPSI

SPONSOR Akbp Yuldi Kurniawan, S.T.,M.H.,
Jabatan Kasubbid Bankum Bidkum

H Polda Bengkulu selaku Mentor yang

berperan memberikan  bimbingan,

MENTOR «--- -

dukungan, dan arahan kepada Action

untuk melaksanakan dan

II leader secara strategis dan teknis

mensukseskan pelaksanaan rencana

ACTION

LEADER [ (——— COACH || gkasi.
Pembina Abu Hasan, S.Ag.,M.H.
A




TIM EFEKTIF

Jabatan Kaurluhkum Bidkum Polda
Bengkulu selaku action leader yang
berperan:  mengelola tim agar
perubahan dapat terlaksana dan
mendapatkan hasil;

Mengkoordinir agar seluruh tim dapat
bekerja. dan memberikan hasil
terhadap aksi perubahan;

Memotivasi seluruh tim agar bekerja
sesuai harapan dan tenggat waktu;
Akbp Drs. Kasman Indriana, M.,M.Pd
selaku coach memberikan arahan
secara teoritis, dalam membuat
perencanaan serta pelaporan,
mengarahkan  tim  untuk lebih
bersenergi dalam pelaksanaan
rencana aksi perubahan;

Tim  Efektif berperan  dalam
membantu  action leader untuk
melaksanakan aksi perubahan;

Tim efektif dibagi menjadi dua (2) tim,

yaitu:
1. Tim Teknis
a. Mengidentifikasi kegiatan yang
berhubungan dengan
pengelolaan rencana kegiatan
penelitian
1) Mempelajari dan memahami

rencana kegiatan
pelaksanaan aksi perubahan
2) Menyiapkan  bahan-bahan
materi  yang  dibutuhkan
dalam  penyusunan  aksi
perubahan
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b.Mengendalikan penyelenggaraan
kegiatan.

1) Membantu Action Leader
melaksanakan koordinasi
dengan stakeholders

2) Melakukan pengiputan data
rencana kegiatan penelitian

3) Menyusun draft buku
pedoman Penyuluhan hukum

c.Melaporkan hasil pelaksanaan

kegiatan kepada Action leader.
2. Tim Administrasi

a. Menyiapkan administrasi pada
setiap pelaksanaan aksi
perubahan:

1) Surat keluar

2) Surat undangan

3) Daftar hadirpertemuan

4) Notulensihasilrapat

5) Dokumentasi dan lain-lain

b.Melaporkan pelaksanaan
kegiatan yang terkait dengan
administrasi kepada  action
Leader

c.Menyusun dan mengarsipkan
kelengkapan administrasi pada
setiap kegiatan aksi perubahan

d.Membantu melaksanakan proses
administrasi pada setiap
kegiatan aksi perubahan

e.Melaporkan pelaksanaan
kegiatan yang telah dilakukan
kepada action Leader

2. Pengelolaan Anggaran
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Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan

penyusunan

rencana

kerja, penuangannya dalam dokumen
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pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan
dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunannya.

Adapun untuk kegiatan Aksi Perubahan Tatalaksana Penyuluhan
tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda

Bengkulu dan Jajaran merupakan anggaran yang bersifat mandiri.

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kegiatan Implementasi Aksi Perubahan Action leader yang

dilakukan berbasis pertemuan tatap muka dan pemanfaatan platform
teknologi digital pada lingkungan Bidkum Polda Bengkulu, maka sarana
prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan antara
lain:
a.Jaringan internet Bidkum Polda Bengkulu;
b.Ruang rapat Bidkum Polda Bengkulu;
c. Laptop;
d.Infocus/proyektor;
e.Printer;
f. Flashdisk;
g.Alat tulis kantor.

Semua sarana dan prasarana tersebut merupakan inventaris kantor
yang diperkenankan untuk dipergunakan dalam penyusunan dan

pelaksanaan aksi perubahan ini.

4. Strategi dalam Mengatasi Kendala Aksi Perubahan
Agar tujuan aksi perubahan dapat tercapai maka diperlukan
identifikasi strategi dalam pelaksanaan aksi perubahan. Strategi
merupakan alternatif upaya yang bisa dilakukan dalam rangka
menghadapi dan menangani berbagai kendala yang terjadi selama
proses pelaksanaan . dengan adanya identifikasi dan penetapan
strategi mitigasi, diharapkan berbagai kendala dan hambatan yang akan

muncul bisa segera diatasi.
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Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan aksi perubahan
Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan pelanggaran
Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran sebagian besar
terkait dengan pengkoordinasian antar stakeholder internal karena
beban kerja dan tugas pokok yang juga mesti di jalankan. Dalam
menangani kendala dan resiko yang mungkin akan muncul tersebut
maka action leader menyusun strategi dalam rangka mengantisipasi
kemungkinan kurang efektifnya koordinasi untuk pelaksanaan aksi
perubahan sebagaimana yang disusun dalam proposal rencana aksi

perubahan.

B. Stakeholder
1. Dukungan Stakeholder

Keberadaan pemangku kepentingan atau stakeholder sangat
mempengaruhi  terhadap keberhasilan aksi perubahan yang
dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dukungan
pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Setiap pemangku
kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus
dilibatkan dalam aksi perubahan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan,
seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder mendukung penuh
terhadap Aksi Perubahan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak
Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan
Jajaran. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini
adalah:

a. Stakeholder Internal
1) Kabidkum Polda Bengkulu, Kombes Pol Pambudi, S.I.K.,M.H.
2) Kasubbd Bankum Bidkum Polda Bengkulu, Akbp Yuldi
Kurniawan, S.T.,M.H.
3) Kasubbagrenmin Bidkum, Penata Prasetyawati, SAP
4) Paursunluhkum Bidkum, Akp Rastiono, S.H.
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5) Paurbankum Bidkum, Akp Resdianto, S.H.

6) Kaurkeu Bidkum, Aipda Heru Panca, S.H.

7) Pamin renmin Bidkum, Aipda Agus, S.H.

8) Banum sunluhkum Bidkum, Aipda Riduansyah, S.Sos.

b. Stakeholder Eksternal

1) Irwasda Polda Bengkulu, Kombes Pol Asep Teddy Nurrasyah,
S.ILK., M.M.

2) Dir Reskrim Sus Polda Bengkulu, Kombes Pol Aries Andhi,
S.I.LK,,M.Si.

3) Dir Narkoba Polda Bengkulu, Kombes Pol Rh Hadi, S.1.K.

4) Kabidpropam Polda Bengkulu, Kombes Pol Kuswahyudi Trenadi,
S.H.,S.IL.K.

5) Kasetum Polda Bengkulu, Pembina Tk 1 Noni Hevianti, S.Psi.

Gambaran hubungan serta tingkat kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholder) terhadap aksi perubahan disajikan dalam

bentuk pada jejaring sebagai berikut:
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PETA JEJARING

I

IRWASDA
+/5

DIR RESKRIM
SuUS
+/5

DIR NARKOBA
+/5

KABID PROPAM
+/5

N\

Perintah
Koordinasi
Laporan

Sosialisasi

Gambar 3.1.

—
H
—

A
\ KASETUM
+/5

v

Peta Jejaring Stakeholder



Keterangan :
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Action Leader melaporkan dan berkonsultasi kepada
Mentor tentang rancangan aksi perubahan;

Action leader melaporkan dan berkonsultasi kepada
Sponsorguna melaporkan progres aksi perubahan serta
meminta tandatangan sprin tim efektif;

Sponsor memerintahkan  action  leader  untuk
melaksanakan aksi perubahan;

Sponsor memerintahkan Mentor untuk mengawal
pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh action
leader;

Mentor memerintahkan action leader untuk segera

melaksanakan kegiatan aksi perubahan;

Action leader berkoordinasi dengan tim efektif untuk
memulai aksi perubahan serta memberikan arahan

sesuai tugas dan fungsi anggota tim efektif;

Action leader melaporkan dan Koordinasi dengan
stakeholders  eksternal terkait rancangan  aksi
perubahan;

Action leader melakukan laporan kepada mentor dan
berkoordinasi dengan coach mengenai kegiatan yang

dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan;



2. Kuadran Stakeholder Sebelum dan Setelah Aksi Perubahan

Sebelum Aksi Perubahan

LATENTS

1.IRWASDA POLDA BENGKULU
(++)5

2.Dir RES SUS POLDA BENGKULU
(++)5

3.DIR NARKOBA POLDA BENGKULU
(++)5

4.KABIDPROPAM POLDA BENGKULU
(++)5

5.KASETUM POLDA BENGKULU (++)5

PROMOTERS

1. KABIDKUM
POLDA BENGKULU (+++)9

2. KASUBBID BANKUM BIDKUM
POLDA BENGKULU (+++)9

TEREST

PERSONEL POLDA BENGKULU DAN
JAJARAN (+) 3

INTEREST

APATHETICS

1.KASUBBAGRENMIN (+)7
2.PAURSUNLUHKUM (+)6
3.PAURBANKUM (+)6
4.PAMIN RENMIN (+)6
5.KAURKEU (+)6

6.BANUM SUNLUHKUM (+)6

DEFENDER

SESUDAH AKSI PERUBAHAN

LATENTS

PROMOTERS

INT

KABIDKUM (+++)9
KASUBBID BANKUM (+++)9
IRWASDA (++)7

DIR NARKOBA (++)7
KABIDPROPAM (++)7
KASETUM (++)7

DIR RES SUS (++)7

NouswN e

FREST

PERSONEL POLDA BENGKULU DAN
JAJARAN (+) 3

APATHETICS

Gambar 3.2.

1.KASUBBAGRENMIN (+)7
2.PAURSUNLUHKUM (+)7
3.PAURBANKUM (+)6
4.PAMIN RENMIN (+)6
5.KAURKEU (+)6

6.BANUM SUNLUHKUM (+)6

DEFENDER

Kuadran Stakeholder setelah Aksi Perubahan
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Pada gambar 3.2 di atas menunjukan adanya perubahan Kuadran Stakeholder
sebelum dan sesudah aksi perubahan, yaitu perpindahan Irwasda, Dir Narkoba,
Kabidpropam, Kasetum Polda Bengkulu dari Kuadran Latents ke Kuadran
Promoters. Hal ini terjadi selama aksi perubahan terus dilakukan strateqgi
komunikasi berupa koordinasi, pendekatan personal, penjelasan tentang aksi
perubahan, dan adanya dukungan dari stakeholder sehingga Peningkatan
Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin

Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran dapat tercapai dengan maksimal.

C. Capaian Aksi Perubahan
Capaian aksi perubahan dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian

tujuan dari implementasi aksi perubahan.

1. Kesesuaian Antara Milestone dan Implementasi
Pelaksanaan Aksi perubahan Tatalaksana Penyuluhan tentang Tindak
Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan
Jajaran dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,
serta pelaporan.
a. Tahap Perencanaan
1) Konsultasi dengan Mentor
Langkah pertama dalam tahap perencanaan adalah konsultasi
dengan Mentor yaitu AKBP YULDI KURNIAWAN,S.T.,M.H.,
selaku Kasubbid Bankum Bidkum Polda Bengkulu dan
merupakan atasan action leader. Action leader mendiskusikan
dengan mentor terkait rencana aksi perubahan yang akan
dilaksanakan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam
rangka mencapai tujuan dari aksi perubahan.
Dalam tahapan ini, beberapa hal telah disepakati mentor dan

action leader yaitu:
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a) Aksi perubahan yang akan dilaksanakan peserta Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas (PKP) PNS Polri Angkatan V
Tahun 2022 sesuai dengan tahapan-tahapan yang
direncanakan dan telah disepakati bersama;

b) Dukungan berupa kewenangan terbatas, SDM yang dapat
diberdayakan dan data terkait Implementasi Aksi Perubahan;

c) Penunjukan staf pelaksana dalam pembentukan tim efektif
yang akan membantu action leader;

d) Sarana prasarana dan sumberdaya yang dapat mendukung
aksi perubahan dapat menggunakan fasilitas inventaris
kantor.

2) Konsultasi dengan Sponsor

Langkah selanjutnya adalah konsultasi dan
menyampaikan permohonan persetujuan dan dukungan kepada
Kabidkum Polda Bengkulu selaku Sponsor terkait pelaksanaan
Aksi Perubahan selama 60 hari dengan judul “Tatalaksana
Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin
Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran” beserta inovasi
yang akan dibuat berupa SOP Penyuluhan tentang Hukum dan
Video Penyuluhan tentang Himbauan agar tidak melakukan
Pelanggaran, baik Tindak Pidana maupun Disiplin serta
sosialisasi langsung SOP Penyuluhan tentang hukum dan
Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin kepada perwakilan Personel di Polda
Bengkulu dan Jajaran.

Pada intinya, Sponsor memberikan persetujuan dan
dukungan aksi perubahan ini dengan memperhatikan
kewenangan terbatas yang diberikan dalam melaksanakan aksi
perubahan yang akan dilaksanakan serta menyarankan agar
aksi perubahan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang

direncanakan.



52

3) Membentuk Tim Efektif
Langkah selanjutnya dalam tahap perencanaan adalah
membentuk tim efektif aksi perubahan sesuai hasil konsultasi
dengan Mentor. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tim
yang solid sebagai pelaksana dari aksi perubahan. Dalam
prosesnya, action leader berkoordinasi dengan Mentor terkait
dengan rencana pembentukan tim efektif.
Adapun tugas dari Tim Efektif yang telah di bagi menjadi dua
tim, Teknis dan Administrasi, yaitu:
a) Tim Teknis
(1) Mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan rencana kegiatan penelitian
(a) Mempelajari dan memahami rencana Kkegiatan
pelaksanaan aksi perubahan
(b) Menyiapkan bahan-bahan materi yang dibutuhkan
dalam penyusunan aksi perubahan
(2) Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan.
(a) Membantu Action Leader melaksanakan koordinasi
dengan stakeholders
(b) Melakukan pengiputan data rencana kegiatan
penelitian
(c) Menyusun draft buku pedoman Penyuluhan hukum
(3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Action
leader
b) Tim Administrasi
(1) Menyiapkan administrasi pada setiap pelaksanaan aksi
perubahan:
(a) Surat keluar
(b) Surat undangan
(c) Daftar hadirpertemuan

(d) Notulensihasilrapat
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(e) Dokumentasi dan lain-lain
(2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan
administrasi kepada action Leader

(3) Menyusun dan mengarsipkan kelengkapan administrasi
pada setiap kegiatan aksi perubahan
(4) Membantu melaksanakan proses administrasi pada
setiap kegiatan aksi perubahan
(5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan
kepada action Leader
b. Tahap Pengorganisasian
1) Rapat pembagian kerja Tim Efektif
Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan rencana aksi
perubahan kepada tim efektif, pembagian tugas, peran masing-
masing tim dalam pelaksanaan aksi perubahan. Salat satu
kegiatan yang dilakukan adalah melakukan rapat dengan tim
efektif untuk membahas tahapan dan strategi dalam aktualisasi
kepemimpinan melalui aksi perubahan kinerja organisasi.
2) Menyusun rencana kebutuhan Anggaran
Pelaksanaan aksi perubahan ini berbasis anggaran mandiri
(swadaya), namun perhitungan dari biaya yang dibutuhkan
selama aksi perubahan perlu dilakukan.
Adapun biaya yang dibutuhkan antara lain:
a) Biaya pengadaan alat tulis kantor
b) Biaya pembuatan spanduk untuk sosialisasi
c) Biaya pembuatan laporan kegiatan
d) Biaya snack rapat
c. Tahap Pelaksanaan
1) Rapat Pembuatan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum dan

pembuatan Video Penyuluhan tentang hukum
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Rapat bertujuan menyampaikan informasi dan koordinasi terkait
rencana aksi perubahan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan
ini, action leader menjelaskan tentang rencana aksi perubahan
yang akan dilaksanakan yaitu penyusunan draf SOP Penyuluhan
tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu. Selain itu juga di
informasikan tentang rencana dari tahapan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan jadwal yang telah disepakati dengan Mentor.
Penyusunan draf SOP Penyuluhan tentang Hukum

Dalam rangka penyusunan draf SOP Penyuluhan tentang
Hukum ini dilakukan analisis bersama tim teknis, baik berupa
bahasa yang dipergunakan dan format yang dipergunakan
dalam penyusunan SOP Penyuluhan tentang hukum. Demikian
juga pengaturan tentang materi yang akan disampaikan ketika
penyuluhan, peserta pada penyuluhan hukum dan durasi waktu
pemberian materi serta tanya jawab ketika pelaksanaan
penyuluhan tentang hukum.

Capaian keberhasilan yang diperoleh pada tahapan ini
adalah menghasilkan kesepakatan bersama tentang muatan dan
tahapan proses yang perlu di desain dalam rancangan draf SOP
Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu
yang akan dipergunakan setiap pelaksanaan Penyuluhan
tentang Hukum, baik di Polda Bengkulu maupun di Polres
Jajaran Polda Bengkulu.

Pembuatan Angket Tahap 1 Via Google Form dan
Pendistribusian

Pembuatan angket tahap 1 bersama tim Teknis,
mengedentifikasi pertanyaan tentang penyuluhan hukum yang
dilakukan sebelum adanya SOP Penyuluhan tentang hukum,
Video Penyuluhan tentang hukum serta sosialisasi SOP
Penyuluhan tentang hukum yang telah di sahkan Kabidkum

Polda Bengkulu untuk pedoman setiap melaksanakan
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Penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap
muka) dengan perwakilan Personel di Polda Bengkulu dan
Jajaran Polda Bengkulu.

Capaian yang diperoleh pada tahap ini dapat diketahui
keberhasilan penyuluhan hukum yang dilakukan sebelum ada
SOP Penyuluhan hukum, video penyuluhan hukum, penyuluhan
hukum langsung (tatap muka) dengan perwakilan Personel di
Polda Bengkulu maupun di Jajaran.

Pembuatan Video Penyuluhan hukum dan Pendistribusian

Pemangku kepentingan atau Stakeholder yang akan
dilibatkan dalam aksi perubahan ini adalah tim Teknis yang
membantu Action leader dalam pembuatan video penyuluhan
hukum. Adapun video penyuluhan hukum yang dibuat tentang
himbauan kepada Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran untuk
tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin,
disamping memberikan beberapa contoh Personel yang
melakukan pelanggaran mendapat hukuman baik yang
berhubungan dengan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah tersebarkan
video penyuluhan tentang hukum kepada perwakilan personel
Polda Bengkulu dan Jajaran dan himbauan supaya video yang
diperoleh diteruskan kepada Personel yang lainnya.

Melaporkan dan Koordinasi kepada Stakeholder Eksternal
Action leader menghadap Stakeholder Eksternal, yaitu:
a) Irwasda Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi
tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan
dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Irwasda Polda

Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana aksi

perubahan yang akan dilakukan karena berhubungan

dengan tugas beliau agar personel di Polda Bengkulu dan
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Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran
disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah
Stakeholder  eksternal (Irwasda Polda  Bengkulu)
mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang
akan dilakukan, namun beliau belum memberikan
dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang
dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video
penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung
(tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin
Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Dir Res Sus Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi
tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan
dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Dir Res Sus
Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana
aksi perubahan yang akan dilakukan karena berhubungan
dengan tugas beliau agar personel di Polda Bengkulu dan
Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran
disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah
Stakeholder eksternal (Dir Res Sus Polda Bengkulu)
mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang
akan dilakukan, namun beliau belum memberikan
dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang
dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video
penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung
(tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin

Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.
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Dir Res Narkoba Polda Bengkulu, melaporkan dan
koordinasi tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan
yang akan dilakukan.
Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Dir Res
Narkoba Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan
rencana aksi perubahan yang akan dilakukan karena beliau
sangat berharap agar personel di Polda Bengkulu dan
Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran
disiplin terutama yang berhubungan dengan narkoba.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah
Stakeholder eksternal (Dir Res Narkoba Polda Bengkulu)
mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang
akan dilakukan, namun beliau belum memberikan
dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang
dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video
penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung
(tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin
Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.
Kabidpropam Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi
tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan
dilakukan.
Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Kabidpropam
Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana
aksi perubahan yang akan dilakukan karena berhubungan
dengan tugas beliau agar personel di Polda Bengkulu dan
Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran
disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah
Stakeholder eksternal (Kabidpropam Polda Bengkulu)
mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang

akan dilakukan, namun beliau belum memberikan



58

dukungan, karena belum ada aksi perubahan yang
dilakukan berupa SOP Penyuluhan tentang hukum, video
penyuluhan tentang hukum, dan Penyuluhan langsung
(tatap muka) tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin
Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran.

e) Kasetum Polda Bengkulu, melaporkan dan koordinasi
tentang rencana Implementasi Aksi Perubahan yang akan
dilakukan.

Setelah melaporkan dan koordinasi kepada Kasetum
Polda Bengkulu beliau sangat mendukung dengan rencana
aksi perubahan yang akan dilakukan agar personel di Polda
Bengkulu dan Jajaran tidak melakukan tindak pidana dan
pelanggaran disiplin yang akan merugikan personel yang
bersangkutan, keluarga dan Institusi Polda Bengkulu.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah
Stakeholder  eksternal (Kasetum Polda  Bengkulu)
mendukung dengan Implementasi Aksi Perubahan yang
akan dilakukan, namun beliau belum memberikan dukungan,
karena belum ada aksi perubahan yang dilakukan berupa
SOP Penyuluhan tentang hukum, video penyuluhan tentang
hukum, dan Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang
tindak pidana dan pelanggaran disiplin Personel di Polda

Bengkulu dan Jajaran.

6) Koordinasi ke Mentor rencana Sosialisasi SOP Penyuluhan
hukum dan Penyuluhan tentang hukum
Langkah selanjutnya adalah menghadap Mentor koordinasi
tentang tahap aksi perubahan berikutnya, yaitu rencana
mensosialisasikan SOP Penyuluhan tentang hukum yang telah
disahkan oleh Kabidkum Polda Bengkulu serta Penyuluhan

tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin personel Polda
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Bengkulu dan Jajaran dalam acara buka puasa PNS Polda
Bengkulu serta Kasubbagrenmin satker Polda Bengkulu.

Capaian keberhasilan yang diperoleh pada tahap ini adalah
bimbingan dan arahan dari Mentor rencana sosialisasi yang
akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 di
gedung Adem Polda Bengkulu.

Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan tentang
hukum

Stakeholder yang akan dilibatkan pada aksi perubahan ini
adalah tim teknis yang bekerjasama/membantu action leader
menyampaikan SOP Penyuluhan tentang hukum yang baru di
sahkan Kabidkum Polda Bengkulu dan penyuluhan tentang
tindak pidana dan pelanggaran disiplin personel di Polda
Bengkulu dan Jajaran.

Capaiannya keberhasilan pada tahap ini adalah
tersampaikan SOP Penyuluhan hukum Bidang Hukum Polda
Bengkulu kepada PNS Polda Bengkulu dan Kasubbagrenmin
satker Polda Bengkulu serta Penyuluhan tentang tindak pidana
dan pelanggaran disiplin personel di Polda Bengkulu dan Jajaran
dengan harapan personel yang hadir dapat meneruskan kepada
Personel lainnya.

Menghadap Sponsor dan Mentor rencana Sosialisasi SOP
Penyuluhan tentang Hukum dan Penyuluhan hukum ke Jajaran
Polda Bengkulu

Action leader menghadap Sponsor dan Mentor rencana
sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum dan Penyuluhan
tentang tindak pidana dan Pelanggaran disiplin ke Jajaran Polda
Bengkulu. Sponsor dan Mentor memberikan bimbingan dan
arahan tentang kegiatan aksi perubahan pada tahap ini, karena
bersamaan dengan kegiatan rutin penyuluhan hukum ke Jajaran

Polda Bengkulu.
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Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah bimbingan dan
arahan dari sponsor dan mentor yang akan dilakukan rencana
kegiatan ke Jajaran Polda Bengkulu.

Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan Penyuluhan hukum ke
Jajaran Polda Bengkulu

Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan ini
adalah:

a) Kabidkum Polda Bengkulu atau Sponsor (ketua tim)
b) Kaurluhkum atau action leader (pemateri/anggota tim)
c) Paurbankum (pemateri/anggota tim)

d) Paursunkum (pemateri/anggota tim)

e) Banum sunluhkum (operator/anggota tim)

f) Driver Kabidkum (anggota tim)

Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang hukum Bidang
Hukum Polda Bengkulu yang telah disahkan Kabidkum Polda
Bengkulu dan Penyuluhan tentang himbauan kepada Personel
agar tidak melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun
disiplin, dan memberikan contoh personel yang melakukan
pelanggaran di Polres Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang,
Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma,
Bengkulu Selatan, dan Polres Kaur.

Capaian keberhasilan pada tahap implementasi aksi
perubahan ini adalah tersampaikan SOP Penyuluhan tentang
hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu yang telah disahkan
Kabidkum Polda Bengkulu pada bulan April 2022, dan
penyuluhan tentang himbauan agar personel tidak melakukan
tindak pidana dan pelanggaran disiplin, serta memberikan
beberapa contoh personel yang melakukan pelanggaran baik
tindak pidana maupun disiplin, dengan harapan personel yang

dapat menyampaikan kepada personel lainnya.

10) Pembuatan dan Pendistribusian Angket Tahap ke-2
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Tahapan angket ke-2 ini, action leader hanya
mendistribusikan, karena pertanyaan yang dipergunakan pada
angket ini sama dengan pertanyaan angket tahap 1.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah tersampaikan
angket tahap ke-2 kepada responden, dan jawaban responden
68 persen menunjukan “sangat memuaskan” terhadap
penyuluhan hukum vyang dilakukan setelah adanya SOP
Penyuluhan hukum, video penyuluhan hukum, dan penyuluhan
hukum langsung (tatap muka) kepada perwakilan personel di
Polda Bengkulu dan Jajaran, yang merupakan Implementasi dari
Aksi Perubahan Action leader.

11) Menghadap Stakeholder Eksternal Mohon tandatangan Surat
Pernyataan Dukungan

Tahapan kegiatan ini Action leader membawa surat
pernyataan dukungan menghadap Stakeholder eksternal setelah
Implementasi Aksi Perubahan, berupa SOP Penyuluhan hukum
Bidang Hukum Polda Bengkulu, video penyuluhan tentang
himbauan agar tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran
disiplin kepada personel Polda Bengkulu dan Jajaran, serta
penyuluhan langsung (tatap muka) di Polda Bengkulu dan
Jajaran tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin.

Capaian keberhasilan pada tahap ini adalah semua
Stakeholder eksternal menandatangani surat pernyataan

dukungan terhadap Implementasi Aksi Perubahan Action leader.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Pada tahap monitoring, supervisi dilakukan untuk mengukur
perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan oleh peserta
PKP pada tahap implementasi aksi perubahan.
Hasil monitoring bahwa tahapan pelaksanaan sudah sesuai

dengan rencana aksi perubahan, dokumen dan evidence. Untuk
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stakeholder semua mendukung aksi perubahan yang dilakukan
sehingga stakeholder berpindah peta dukungannya. Hambatan
yang dihadapi adalah membagi tugas sebagai Kaurluhkum Bidkum
Polda Bengkulu dan sebagai siswa PKP Angkatan V Tahun 2022
yang sedang melaksanakan off campus (Implimentasi Aksi
Perubahan), action leader harus cermat dan hati-hati dalam
pembagian tugas tersebut, agar kedua-duanya dapat dilaksanakan
dengan baik.

Tahap terakhir yaitu evaluasi, pada tahap ini action leader
mengundang dan mengumpulkan Tim Efektif, dan mengucapkan
terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasamanya serta
memberikan masukan dan saran terkait kegiatan aksi perubahan
yang telah dilaksanakan.

Capaian keberhasilan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah
bahwa Implementasi Aksi Perubahan yang dilakukan sudah sesuai
dengan rencana aksi perubahan, dokumen, dan evidence serta
memberikan masukan dan saran kepada tim efektif, yang telah

mensukseskan Implementasi Aksi Perubahan Action leader.

e. Tahap Penyusunan Laporan
Pada tahapan ini telah disusun hasil aksi perubahan dalam
susunan laporan yang telah ditentukan dalam kegiatan PKP.

Tabel 3.2. Capaian Aksi Perubahan

TAHAP OFF CAMPUS

A.TAHAP PERENCANAAN

TAHAPAN RENCAN | PELAKSANAA | KET/EVIDENC KET
A N E
1. Melaporkan kepada | Minggu | | Senin, Lembar Tercapa
atasan selaku Mentor 28 Maret 2022 persetujuan [

mengenai rencana aksi Mentor dan foto | 100%
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mengajukan Pendapat,
dan Saran Hukum dan

Bantuan Hukum ke

perubahan

. Melaporkan dan mohon Selasa, foto Tercapa
dukungan terkait 29 Maret 2022 i
rencana Implementasi 100%
Aksi Perubahan

. Menyampaikan kepada Rabu, foto Tercapa
rekan-rekan  Personel 30 Maret 2022 [
Bidkum terkait 100%
Implementasi Aksi
Perubahan

. Membuat surat perintah Kamis, Draf surat | Tercapa
Tim Efektif tandatangan 31 Maret 2022 perintah [
Kabidkum 100%

. Persiapan bahan, data Jum’at, foto Tercapa
dan informasi yang 1 April 2022 [
dibutuhkan dalam 100%
penyusunan aksi
perubahan

B. TAHAP PENGORGANISASIAN

6. Rapat dengan tim | Minggu Il | Senin, Undangan, Tercapa
efektif 4 April 2022 daftar hadir i 100 %

. Pengajuan rencana Selasa, Foto Tercapa
anggaran aksi 5 April 2022 i 100 %
perubahan

. Koordinasi dengan Rabu, Foto Tercapa
Mentor terkait 6 April 2022 i 100 %
optimalisasi tim efektif

. Permintaan data Kamis, Dokumen/data | Tercapa
personel yang 7 April 2022 i 100 %
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Subbidbankum

10.persiapan aksi Jum’at, Foto Tercapa
perubahan untuk 8 April 2022 i 100 %
pembuatan draf SOP &
Video Penyuluhan ttg
hukum serta Angket
tahap 1

C. TAHAP PELAKSANAAN

11.Rapat pembuatan draf | Minggu lll | Senin, Undangan, Tercapa
SOP Penyuluhan 11 April 2022 daftar hadir, | i 100 %
hukum, video foto
penyuluhan
danpembuatan angket
tahap 1

12.menghadap mentor Selasa, Foto, draf SOP | Tercapa
untuk penyempurnaan 12 April 2022 Penyuluhan i 100 %
draf SOP Penyuluhan tentang hukum
tentang Hukum

13.pembuatan nota dinas Rabu, Draf nota dinas | Tercapa
permohonan dukungan 13 April 2022 i 100 %
Stakeholder Eksternal

14.membuat berita acara Kamis, Draf berita | Tercapa
serah  terima  SOP 14 April 2022 acara serah | i 100 %
Penyuluhan dan terima dan
Keputusan  Kabidkum keputusan
tentang SOP Kabidkum
Penyuluhan hukum

15.Pembuatan angket Jum’at, dokumen Tercapa
tahap 1 dan 15 April 2022 i 100 %
pendistribusian via
Whatsapp (WA)

16.Pembuatan video | Minggu IV | Senin, dokumen Tercapa
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penyuluhan tentang 18 April 2022 i 100 %
hukum

17.Pendistribusian  video Selasa, dokumen Tercapa
penyuluhan tentang 19 April 2022 i 100 %
hukum

18.melaporkan dan Rabu, Foto Tercapa
koordinasi ke 20 April 2022 i 100 %
Stakeholder eksternal
(Irwasda Polda
Bengkulu)

19.Melaporkan dan Kamis, Foto Tercapa
koordinasi ke 21 April 2022 i 100 %
Stakeholder eksternal
(Kasetum Polda
Bengkulu)

20.Melaporkan dan Jum’at, Foto Tercapa

koordinasi ke 22 April 2022 i 100 %
Stakeholder eksternal
(Kabidpropam Polda
Bengkulu)

21.Melaporkan dan | Minggu V | Senin, foto Tercapa
koordinasi ke 25 April 2022 i 100 %
Stakeholder eksternal
(Dir Res Narkoba Polda
Bengkulu) dan serah
terima SOP Penyuluhan
tentang  hukum ke
Kabidkum

22 .koordinasi dengan Selasa, Foto Tercapa
Mentor rencana 26 April 2022 i 100 %
Sosialisasi SOP
Penyuluhan tentang

hukum dan Penyuluhan
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tentang himbauan agar
personel tidak
melakukan pelanggaran
(acara buka puasa
bersama PNS Polda
Bengkulu), pembuatan
nota dinas, sprin, dan

daftar hadir

23.sosialisasi SOP Rabu, Foto Tercapa
Penyuluhan tentang 27 April 2022 i 100 %
hukum dan penyuluhan
tentang hukum

24 Melaporkan dan Kamis, Foto Tercapa
koordinasi ke 28 April 2022 i 100 %
Stakeholder eksternal
(Dir Res Sus Polda
Bengkulu)

25.membuat laporan Jum’at, Foto Tercapa
kegiatan sosialisasi 29 April 2022 i 100 %
SOP Penyuluhan
tentang Hukum

26. Minggu VI | Senin, LIBUR

2 Mei 2022 LEBARAN
27. Selasa, LIBUR
3 Mei 2022 LEBARAN

28.Mengelola Angket Rabu, dokumen Tercapa
tahap 1 4 Mei 2022 i 100 %

29.membuat laporan Kamis, dokumen Tercapa
angket tahap 1 5 Mei 2022 i 100 %

30.membuat spanduk Jum’at, Konsep Tercapa
sosialisasi SOP 6 Mei 2022 spanduk i 100 %
Penyuluhan tentang

hukum
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31.Menghadap Mentor

koordinasi  persiapan
SOP

tentang

sosialisasi

Penyuluhan
hukum, dan
Penyuluhan
tindak

pelanggaran disiplin ke

tentang
pidana  dan
Polres Jajaran Polda
Bengkulu

32.membuat nota dinas ke
Kabidkum,

kebutuhan Sosialisasi

rencana

surat
Kabidkum
Bengkulu ke

33.membuat
telegram
Polda
Kapolres Jajaran dalam
rangka kegiatan

sosialsiasi dan

pendistribusian

34.membuat surat perintah

dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas
(SPPD) dalam rangka
kegiatan sosialisasi ke

Jajaran

35.membuat nota dinas
Kabidkum ke

Logistik

Karo
mohon

dukungan Ranjen

Minggu VI

Senin,
9 Mei 2022

Foto

Tercapa
i 100 %

Selasa,
10 Mei 2022

Draf nota dinas

Tercapa
i 100 %

Rabu,
11 Mei 2022

Draf surat

telegram

Tercapa
i 100 %

Kamis,
12 Mei 2022

Draf
perintah
SPPD

surat

dan

Tercapa
i 100 %

Jum’at,
13 Mei 2022

Draf nota dinas

Tercapa
i 100 %

36.Sosialisasi ke Polres

Kota Bengkulu,

Bengkulu Tengah

Minggu
Vil

Selasa,
17 Mei 2022

Foto

Tercapa
[
100 %
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D. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI

37. membuat angket tahap Rabu, Foto Tercapa
ke-2 dan 18 Mei 2022 i
pendistribusian kepada 100 %
user

38. Membuat laporan Kamis, Foto Tercapa
angket tahap ke-2 dan 19 Mei 2022 [
monitoring dan evaluasi 100 %

39. membuat laporan akhir Jum’at, Foto Tercapa
hasil aksi perubahan 20 Mei 2022 [

100 %

41 .Membuat berita acara | Minggu IX | Senin, Dokumen/foto | Tercapa
serah terima laporan 23 Mei 2022 [
akhir hasil aksi 100 %
perubahan kepada
mentor

44.menuju pusdikmin Polri 24 Mei 2022 dokumen Tercapa
untuk on campus [

100 %
PASCA DIKLAT

Tercapainya Penyuluhan Mei

hukum  yang dapat | sampai

meminimalisir tingkat | November

pelanggaran Personel 2022

Polri di Polda Bengkulu
dan Jajaran serta
penyuluhan  hukum ke

Keluarga Personel Polda
Bengkulu dan Jajaran dan

kepada masyarakat
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Kesesuaian antara milestone dengan implementasi dilihat dari sisi

uraian kegiatan dan realisasi kegiatan tercapai.

2. Pencapaian Hasil Aksi Perubahan
Capaian dari implementasi aksi perubahan ini merupakan capaian
yang dihasilkan dari masing-masing tahapan kegiatan (milestone) dan
akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Terbentuknya Tim Efektif
Pembentukan tim efektif didahului dengan melakukan konsultasi
dengan Mentor dan koordinasi dengan rekan kerja, dengan
beberapa agenda yang dibahas sebagai berikut:
1) Penjelasan rencana aksi perubahan
2) Penjelasan tahapan kegiatan
3) Rencana pembentukan tim efektif
4) Penjelasan unsur-unsur yang terlibat dalam tim efektif
Tim efektif dalam rangka implementasi aksi perubahan dapat
terbentuk berdasarkan Surat Perintah Kabidkum Polda Bengkulu
Nomor:Sprin/32/11I/HUK.6.6./2022/Bidkum tanggal 28 Maret 2022
tentang penunjukan tim efektif dalam rangka Implementasi Aksi
Perubahan a.n. Abu Hasan, S.Ag.,M.H. Jabatan Kaurluhkum
Bidkum Polda Bengkulu. Tim efektif dibentuk untuk membantu
proses implementasi aksi perubahan dengan judul “Tatalaksana
Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin
Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran”.
Surat Perintah Kabidkum Polda Bengkulu tentang
pembentukan Tim Efektif 2 lembar: 100 %.
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b. Tersusunnya SOP Penyuluhan tentang Hukum

Dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)
Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu sudah
disahkan Kabidkum Polda Bengkulu pada bulan April 2022,
sehingga SOP tersebut menjadi pedoman setiap melaksanakan
penyuluhan tentang hukum.

Terbit nya SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum
Polda Bengkulu: 100 %.

BABIII
DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

| Nomor.SOP /  /IV/2022/Bidkum
\

Tanggal Pembuatan :  April 2022
g Tanggal Revisi T April 2022
w Tanggal Pengesahan :  April 2022

KEPOLISIANDAERAH BENGKULU /' /(
BIDANG HUKUM Ay

80P Penataan Penyuluhan
tentang Hukum Bidkum
Polda Bengkulu.

Dasar Hukum Kualifikasi pelak |
1. Undang-Undang Republik | 1. Memiliki  kewenangan  dalam
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 memberikan penyuluhan;
Tentang  Kepolisian  Republik [
Indonesia; 2. Memiliki kemampuan  dalam
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Penyuluhan tentang hukum;
20089 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun
2010 tanggal 28 September 2010
tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian
Daerah;.

“Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

" 1. ATK.
2. Laptop, Infocus & proyektor.
3. Tempat/Ruangan,
Peringatan P_oneahhn dan pendataan

liba HAdal Aillabacmaboaa caalf AaAR

Gambar 3.5. SOP Penyuluhan Hukum



Gambar 3.6. SOP Penyuluhan tentang Hukum
Bidang Hukum Polda Bengkulu
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Video Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin
Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran

Dengan adanya video penyuluhan tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran dapat
memberikan pemahaman kepada Personel di Polda Bengkulu dan
Jajaran agar tidak melakukan pelanggaran.

Video penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran

Disiplin Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran: 100 %.

kil

., 49

Y A
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d. Sosialisasi SOP Penyuluhan tentang Hukum serta Penyuluhan
tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin

Tim sosialisasi terdari dari Kabidkum Polda Bengkulu (Sponsor),
Kaurluhkum (Action leader), Paur Bankum, Paursunluhkum, Banum
sunluhkum, dan Driver Kabidkum. Ppelaksanaan sosialisasi tentang
SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidkum Polda Bengkulu serta
Penyuluhan tentang himbauan agar Personel tidak melakukan
Pelanggaran, baik tindak pidana maupun disiplin dapat berjalan
dengan sukses, dari Polres Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang,
Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma,
Bengkulu Selatan, dan Kaur.

Capaian keberhasilan yang diperoleh pada tahap ini adalah
tersampaikan SOP Penyuluhan tentang Hukum Bidang Hukum
Polda Bengkulu kepada perwakilan Personel Jajaran Polda
Bengkulu serta Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran
Disiplin Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Dokumentasi kegiatan sosialisasi di Jajaran Polda Bengkulu

Gambar 3.8. dokumentasi tim sosialisasi di Jajaran Polda Bengkulu
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Gambar 3.9. dokumentasi tim sosialisasi di Jajaran Polda Bengkulu

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tatalaksana
Penyuluhan tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin
Personel Polri di Polda Bengkulu dan Jajaran

Instrumen monitoring yang digunakan Action leader untuk
mengukur keberhasilan Penyuluhan hukum yang dilakukan Bidang

Hukum Polda Bengkulu adalah dengan mengunakan Google Formulir,

dan pendistribusian linknya menggunakan Whatsapp (WA).

Adapun pertanyaan angket tahap 1 ini sebagai berikut:

a. Bagaimana pendapat tentang penyuluhan hukum yang dilakukan
Bidkum Polda Bengkulu, jawaban (tidak bagus, kurang bagus,
bagus, dan sangat bagus);

b. Bagaimana pendapat tentang kemudahan memahami materi yang
disampaikan, jawaban ( tidak mudah, kurang mudah, mudah dan

sangat mudah);
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Bagaimana tentang Kkecepatan waktu dalam memberikan
penyuluhan hukum, jawaban (tidak cepat, kurang cepat, cepat, dan
sangat cepat);

Bagaimana tentang manfaat penyuluhan hukum yang dilaksanakan,
jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus dan sangat bagus);
Bagaimana tentang kompetensi petugas penyuluhan tentang hukum
dalam memberikan materi, jawaban (tidak kompeten, kompeten,
kurang kompeten, dan sangat kompeten);

Bagaimana prilaku petugas terkait dengan kesopanan dan
keramahan dalam meberikan penyuluhan tentang hukum, jawaban
(tidak sopan dan ramah, kurang sopan dan ramah, sopan dan
ramah, dan sangat sopan dan ramah);

Bagaimana tentang waktu yang diberikan untuk Tanya jawab,

jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus, dan sangat bagus).

Adapun responden angket tahap 1, yaitu :

a.
b.

Personel Polda Bengkulu berjumlah 40 personel;

Personel Jajaran Polda Bengkulu berjumlah 30 personel.

Sedangkan Persentase Responden setiap pertanyaan

a
b
c.
d
e
f.

g.

. Pertanyaan nomor 1, yaitu : 61,4 persen “kurang bagus”;

Pertanyaan nomor 2, yaitu : 60 persen “kurang mudah”;
Pertanyaan nomor 3, yaitu : 60 persen “cepat’;

Pertanyaan nomor 4, yaitu : 61,4 persen “kurang bagus”;
Pertanyaan nomor 5, yaitu : 61,4 persen “kurang kompeten”;
Pertanyaan nomor 6, yaitu : 55,7 persen “kurang sopan dan ramah”;

Pertanyaan nomor 7, yaitu : 60 persen “kurang bagus”.

Dari 70 personel yang memberikan jawaban, 60 persen jawaban

menyatakan kurang berhasil penyuluhan hukum yang dilakukan Bidang

Hukum Polda Bengkulu, karena belum adanya Implementasi Aksi
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Perubahan Action leader, berupa SOP Penyuluhan tentang Hukum,
Video Penyuluhan tentang Himbauan kepada personel Polda Bengkulu
dan Jajaran agar tidak melakukan pelanggaran, baik tindak pidana
maupun disiplin, serta Sosialisasi SOP Penyuluhan hukum dan
Penyuluhan langsung (tatap muka) tentang Tindak Pidana dan
Pelanggaran Disiplin baik kepada perwakilan Personel Polda Bengkulu
maupun perwakilan personel Polres Jajaran Polda Bengkulu.
Persentase jawaban berdasarkan dari google formulir, sebagai berikut:

AIIWIZ. A1 08 PV Angwet Pemgulman Mok
Bagaimana pendapat saudara tentang penyuluhan hukum yang @ Salin
dilakukan Bidkum Poida Bengkuiu

70 jawaban

@ Tidak bagus

@ Kurang bagus
Bagus

@ Sangat bagus

Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan memahami materi 18 saiin
yang disampaikan

70 jawaban

@ Tidak mudah
® Kurang mudah

@ Sangat mudah

Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam LD Salin
meberikan Penyuluhan hukum

70 jawaban

am

hittps Hdora google

Gambar 3.10.  Persentase Jawaban responden



430722, 11.08 PM Angket Penyuluhan Hukum

Bagaimana pendapat saudara tentang manfaat penyuluhan hukum yang @ Salin
diberikan petugas Bidang Hukum

70 Jawaban

@ Tidak bagus
® Kurang bagus

@ Sangat bagus

Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan/kompetensi IO salin
petugas dalam memberikan materi penyuluhan

70 jawaban

Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam memberikan O saiin
_penyuluhan terkait kesopanan dan keramahan

@ Tidak kompeten
@ Kurang kompeten
© Kompeten

@ Sangat kompeten

@ Tidak sopan dan ramah
® Kurang sopan dan ramah

@ Sangat sopan dan ramah

Gambar 3.11.  Persentase Jawaban responden
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Gambar 3.12.

Persentase Jawaban responden

Gambar 3.13.  Data responden
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Adapun pertanyaan angket tahap 2 setelah adanya Implementasi

Aksi Perubahan Action leader, sama dengan pertanyaan tahp 1, namun

di tambahkan di awal pertanyaan “setelah adanya SOP Penyuluhan

hukum, video penyuluhan hukum dan penyuluhan langsung (tatp muka),

sebagai berikut:

a.

Bagaimana pendapat tentang penyuluhan hukum yang dilakukan
Bidkum Polda Bengkulu, jawaban (tidak bagus, kurang bagus,
bagus, dan sangat bagus);

Bagaimana pendapat tentang kemudahan memahami materi yang
disampaikan, jawaban ( tidak mudah, kurang mudah, mudah dan
sangat mudah);

Bagaimana tentang kecepatan waktu dalam memberikan
penyuluhan hukum, jawaban (tidak cepat, kurang cepat, cepat, dan
sangat cepat);

Bagaimana tentang manfaat penyuluhan hukum yang dilaksanakan,
jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus dan sangat bagus);
Bagaimana tentang kompetensi petugas penyuluhan tentang hukum
dalam memberikan materi, jawaban (tidak kompeten, kompeten,
kurang kompeten, dan sangat kompeten);

Bagaimana prilaku petugas terkait dengan kesopanan dan
keramahan dalam meberikan penyuluhan tentang hukum, jawaban
(tidak sopan dan ramah, kurang sopan dan ramah, sopan dan
ramah, dan sangat sopan dan ramah);

Bagaimana tentang waktu yang diberikan untuk Tanya jawab,

jawaban (tidak bagus, kurang bagus, bagus, dan sangat bagus).

Adapun responden angket tahap 2, yaitu :

Berjumlah 54 responden.

Sedangkan Persentase Responden setiap pertanyaan

a.

Pertanyaan nomor 1, yaitu : 96,2 sangat bagus & bagus”.
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Pertanyaan nomor 2, yaitu : 96,2 “sangat mudah & mudah”.
Pertanyaan nomor 3, yaitu : 92,5 persen “sangat cepat & cepat”.

Pertanyaan nomor 4, yaitu : 98,1 persen “sangat bagus & bagus”.

®© 2o o

Pertanyaan nomor 5, yaitu : 99 persen “sangat kompeten dan

kompeten”.
f. Pertanyaan nomor 6, yaitu : 99 persen “sangat sopan dan sopan”.

g. Pertanyaan nomor 7, yaitu : 98,2 persen “sangat bagus dan bagus”.

Persentase jawaban berdasarkan dari google formulir, sebagai berikut:

Eimin b Hfing -
Fimiad9 'uermc ASBACED AsgbccDy 4aBbCcl AaBbCel | aBbCHl A :

L, fepce
TEodyTot | T Heacingl THesarg? TUstFam. TNoSpan. Tharmal - Change

Angket Penyuluhan Hukum

Setelah adenya SOP penyuluhan hukum dan Video penyuliihan Fukum lD Copy:
tersebut. Bagaimana pendapat saudara mengenal penyuluhan hukum
yang dilakukan Bidkum Polda Bengkulu

S segonss

2y i Rl )i (AR
Hove | Msem Fogelavowt  Refetmin  Milingl  RMew Ve U000

= g | B A
P || | A320CeDe| AsBbCeD AsEbCeD 4aBbCcl AaBbCel MaBbCol & Aeploes
(B 7 U-dhen, o ham V- ; = G- TBoaTet | T hessingl THeara? TUmFn TNeSpan.  fHormal

=
T Sin- 4 SSeds
Fank . ) z Ry = esing |

Angket Penyuluhan Hukum

Setelah adanya SOP penyuluhan hukum dan video penyuluhan hukum

tersebut. Bag saudara genal penyuluh
yang dilakukan Bidkum Polda Bengkulu

53 segponss




Tootluot Balssnts’ Maloys eV Wb

|| [E- e e e a

TBadyTet (THdngl THeEGT ltR0. 7 NoSai

Setelah adanya SOP panyuluhan hukum dan video panyuluhan hukum |
terssbut. Bagaimana pendapat saudarz mengenal kecepatan waktu
dalam memberikan penyuluhan hukum

33 sesomses

o

Tt Peireat

Tiwes lhzw Para

" sipapn

. = 8 LS| noe] adbeceD AdbCen: AaBhCel SaBbCet Bafeiel
B LU b AN EEEE N 100dyTot (THedp1 THesdnaE f Lt Far TH Seod

oot

o = v ¥ i

Setelah adanys SOP penyuluhan hukum dan video penyuluhan huky
tersebut. ] saudara manfaat I
hukum yang diberikan petugas bideng hukum

Sliegome

ISR ATI0G0 TOOFR TOTY TS O 100 R ) MEKMEA AL P = e

" 8oy Tt | Theeerg LT Heedmgd I P ? s Tows

L 1o
o

Setelah adarya SOP penyuluhan hukum dan yideo penyuluhan hukum 0
tersebut. Bagaimana pendapat saudara mengenai
kemampuar/kompetensi petugas dalam memberikan materi penyuluhan

2 eopomes
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i
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e
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Setelah adanya SOP penyuluhan hukum dan video penyuluhan hukum LD. 7
tersebut. Bagaimana pendapat saudara mengenal periaku patugas
dalsm teriat dan

3 requee

@ T Sopin 00 Rann
@ Sang Sopan can Ranan
@ Sopan can Reman

@ S0 Sopan o Raman

Aoy A A

JA_,

i gu.m
T SO S a--.-r.».vg Emmm = 1t 1t ¢ gt o3 £ P %

Canat

ot Pt e Malg Beiw View -u-nn'

om0 [§ WS E G e e S | acn-] ac nancen | Aabecr aaBbect | AsBbect A A
[
o e . v

Setelah adanya SOP penyuluhan hukum dan vidso penyuluhan hukum O con
tersebut. Bagaimana pendapat saudara mengenal perilaku patugas
dalam terkait dan

2 reuees

@ T SOpin 00 Ran
@ Saang Sopan can Ranan
@ Zopan can Reman

B S0 Sopan ven Raman

1)

2)

Gambar 3.14  persentase dari Google Formulir

Aksi perubahan ini dapat dikatakan berhasil apabila

memenuhi kreteria keberhasilan sebagai berikut :

Tersusunnya SOP penyuluhan hukum Bidang Hukum
Polda Bengkulu

Terealisasinya video penyuluhan tentang tindak pidana

dan pelanggaran disiplin Personel Polri di Polda
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Bengkulu dan Jajaran dalam rangka meminimalisir
tingkat pelanggaran

3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja
subbidsunluhkum Bidang Hukum Polda Bengkulu dan
Personel di Polda Bengkulu dan Jajaran

4. Perbandingan Kondisi Keadaan
a. Kondisi Awal

Bahwa selama ini proses penyuluhan hukum yang dilakukan
Bidang Hukum Polda Bengkulu belum ada pedomannya dan materi
yang disampaikan tidak sesuai dengan situasi kondisi yang sedang
dihadapi Polda Bengkulu, demikian juga dengan peserta yang
mengikuti penyuluhan hukum belum ada pedomannya sehingga
yang hadir dalam penyuluhan hukum selalu peserta yang sama.

b. Kondisi Setelah Aksi Perubahan

Setelah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu maka
penyuluhan hukum yang dilakukan secara sistematis, baik tentang
materi yang disampaikan ataupun peserta yang mengikuti
penyuluhan tentang hukum. Materi yang disampaikan sesuai
dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi Polda
Bengkulu dan setiap penyampaian materi harus diikuti penyampaian
tentang himbauan agar personel Polda Bengkulu dan Jajaran tidak
melakukan Pelanggaran. Bagi Personel yang pernah melakukan
pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri yang mendapat
hukuman selain PTDH, maka yang memberikan himbauan tersebut

adalah Kasatker/Kapolres/ Kapolsek.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang
susunan organisasi dan tata kerja tingkat Polda, Bidkum Polda Bengkulu
bertugas :

“Menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan
dan nasehat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta
pembentukan peraturan kepolisian”.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, action leader

bertugas sebagai PS. Kaurluhkum subbidsunluhkum, adapun tugasnya
adalah : melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai
negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi
dilingkungan Polda.
Berdasarkan pengajuan PSH (Pendapat, dan Saran Hukum) serta Bantuan
Hukum personel Polri di Polda Bengkulu & Jajaran kepada Subbid Bankum
Bidkum Polda Bengkulu meningkat signifikan Tahun 2021 jika dibandingkan
dengan Tahun 2020 bulan Januari sampai Desember, 119 kasus = 189
kasus. Analisis Action leader tingkat pelanggaran personel tersebut dapat
diminimalisir dengan memberikan himbauan ketika melakukan sosialisasi
hukum di Polda Bengkulu dan Jajaran.

Namun permasalahan di Subbidsunluhkum Bidkum Polda Bengkulu
belum tertatanya penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini, serta belum
adanya personel yang mengikuti sertifikasi penyuluh hukum, sehingga
permasalahan ini menjadi Implementasi Aksi Perubahan Action leader,
dengan membuat SOP Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Bengkulu,
Video Penyuluhan tentang himbauan agar personel tidak melakukan

pelanggaran, baik pidana maupun disiplin serta melaksanakan penyuluhan
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langsung (tatap muka) kepada perwakilan Personel Polda Bengkulu dan

Jajaran, diharapkan mampu meminimalisir tingkat pelanggaran Personel.

Rekomendasi
Rekomendasi atas pelaksanaan Aksi perubahan yang dilakukan antara
lain:

1. Aksi perubahan ini masih perlu diikuti dengan tahapan lebih lanjut dalam
tahapan pasca diklat. Oleh sebab itu, dukungan anggaran, sarana dan
dukungan ahli sangat diperlukan agar dapat memberikan pembinaan
kepada personel Polri khususnya di Polda Bengkulu dan Jajaran
sehingga dapat memberikan kesadaran hukum dan meminimalisir
tingkat pelanggaran.

2. Diperlukan upaya yang maksimal dalam pembinaan personel Polri di
Polda Bengkulu dan Jajaran terutama SOP Penyuluhan hukum Bidang
Hukum Polda Bengkulu sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan
dapat memberikan manfaat kepada Personel dalam memberikan
kesadaran hukum agar tidak melakukan pelanggaran baik yang bersifat
tindak pidana maupun disiplin. Diharapkan juga personel yang berperan
di subbidsunluhkum khususnya urusan penyuluhan hukum sudah

mempunyai kualifikasi dan sertifikasi sebagai penyuluh.
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